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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Pelaksanaan ibadah dipraktekkan dan dimanifestasikan 

melalui pengabdian keseluruhan diri manusia beserta segala apa yang 

dimilikinya. Ada ibadah melalui bentuk pengabdian badan seperti 

shalat, puasa atau juga melalui bentuk pengabdian berupa 

pengorbanan apa yang kita miliki seperti zakat, sedekah dan wakaf. 

Salah satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta yang kita 

miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan dan 

keagamaan yang telah diatur oleh syari’at islam ialah wakaf. (Usman, 

1994:1) 

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata keagamaan Islam 

yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk ke 

dalam kategori ibadah kemasyarakatan (ibadah ijtima’iyah). 

Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang 

amat penting dalam memajukan perkembangan agama. (Depag, 

2006:1) 

Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang 

dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan 

anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh 

wakaf yang dikenal oleh manusia  sejak dahulu kala. Demikian juga 

mata air, jalan-jalan dan tempat-tempat yang sering digunakan 

masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering digunakan 

masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi. Karena  

itu, tidak ada seorangpun yang mempunyai hak penuh untuk 

mengatur tempat itu, kecuali ia  telah diberi mandat untuk 

pengelolaannya seperti para pemuka agama dan juru  kunci. (Qahaf, 

2007:4) 

Menurut hukum Islam, pelaksanaan wakaf sangat sederhana 

sekali, melalui prosedur yang harus dilalui: 
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a. Ada orang yang berwakaf 

b. Ada benda yang diwakafkan 

c. Ada yang menerima wakaf (nazir) dalam ijab 

Kebiasaan wakaf  secara tradisional akhir-akhir ini mulai diuji, 

ini sejalan dengan  munculnya pihak-pihak tertentu untuk menyalah 

gunakan atau mengalih fungsi wakaf menjadi milik pribadi. (Halim, 

1999:33) Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah  harta wakaf 

yang sudah  diwakafkan oleh wakif dan diserahkan langsung kepada 

pemegang amanah secara sah,  namun saat si wakif meninggal dunia 

ahli warisnya mencoba menarik kembali harta wakaf tersebut dan 

mencoba mengalih fungsikannya sebagai tempat pribadi. Bahkan yang 

lebih parah lagi status harta wakaf tersebut diperjual belikan, 

sehingga membuat masyarakat kecewa dan mencoba memberontak. 

Seperti yang terjadi di jalan timor Medan Sumatera Utara pada tanggal 

4Mei 2011 pukul 24.55 yaitu penghancuran Masjid Al-Ikhlas. Hal itu 

dikarenakan pengembang dari PT. Ganda Reksa Mulya menyatakan 

bahwa lahan Masjid Al-Ikhlas tersebut adalah aset mereka. Sedangkan 

keputusan MUI provinsi Sumatera Utara dalam suratnya yaitu nomor: 

C179/DP-P/II/SR/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011  bahwa Masjid Al-

Ikhlas jalan timor medan adalah wakaf. 

Menurut pandangan Islam, hakikat pemilik seluruh benda yang 

ada di muka bumi dan bahkan yang di langitpun adalah milik Allah 

SWT. Manusia  ditunjuk oleh Allah sebagai penguasa terhadap benda 

di muka bumi dan  sekelilingnya serta harus mengelolanya sesuai 

dengan petunjuknya, di antaranya dengan menggunakannya untuk 

keperluan dirinya dan dimanfaatkanbagi kesejahteraan dan 

kemashlahatan manusia. Setiap manusia dengan tidak terkecuali 

merupakan penguasa terhadap harta benda yang dimilikinya, asalkan 

dia mendapatkan dan mengelolanya sesuai dengan aturan yang telah 
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ditetapkan oleh syari’at Islam. Seseorang dapat dikatakan mempunyai 

hak pribadi terhadap suatu benda dan dinamakan adanya hak milik 

terhadap benda tersebut. (Khosyi’ah, 2010:159-160) 

Pada prinsipnya, pemilikan harta dalam hukum Islam 

menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh 

sekelompok orang. Penguasaan harta oleh sekelompok orang  akan 

melahirkan eksploitasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap 

minoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan 

akan menjadi penyakit  masyarakat yang mempunyai akibat-akibat 

negatif yang beraneka ragam. Harta tidaklah  hanya untuk dinikmati  

oleh pribadi melainkan untuk dinikmati bersama. (Huda,2012:3) Ini 

tidak berarti bahwa ajaran Islam  melarang umat Islam untuk menjadi 

orang kaya, melainkan sebagai peringatan kepada  umat manusia 

bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta. 

Mengenai masalah kepemilikan harta wakaf ini, terjadi 

perbedaan pendapat ulama mazhab.Ulama Hanafiyah 

berpendapatbahwa harta wakaf itu milik sempurna dari wakif (si 

pewakaf), kemudian yang diwakafkan itu adalah manfaat yang 

dihasilkan oleh benda tersebut, sedangkan status kepemilikan harta 

tetap saja menjadi haknya wakif dengan kata lain, wakaf itu tidak 

berarti penyerahan harta secara total yang sifatnya  sama dengan 

sewa-menyewa yang sifatnya ghairu lazim yang  dapat ditarik kapan 

saja dan menjualnya. (Ibn Abidin, t,th:520). Pendapat ini sesuai 

dengan defenisi: 

 حبس العين على الملك الواقف والتصدق بمنفعتها

“Menahan suatu benda yang merupakan milik pewakaf, kemudian 
disumbangkan manfaatnya  di jalan kebaikan”.(Ibn Abidin, 1992:337). 
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Selanjutnya: 

يجعل الواقف حابسا للعين على ملكه صارفا للمنفعة الى الجهة التى سماّها فيكون 
 .بمنزلة العارية

“Menjadikan wakaf menahan benda atas miliknya menyalurkan 
manfaatnya untuk suatu tujuan  yang kemudian disamakan dengan 
Ariyah(pinjaman)”. (as-Syarakhsi, 1987:25). 

Adapun ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa harta wakaf yang 

telah diwakafkan oleh wakif sudah sepenuhnya menjadi milik Allah 

dan telah terlepas dari campur tangan wakif sehingga wakif tidak 

berhak lagi atas harta wakaf itu, sesuai dengan defenisi: 

حبس العين عن التمليك مع تصدق بمنفعتها فتكون العين زائلة الى ملك الله 
 .تعالى

“Menahan benda dari kepemilikan serta menyalurkan manfaatnya 
maka status bendanya menjadi milik Allah Ta’ala”. (as-Syirazi, 
2012:37). 

Untuk memperkuat alasan penulis dalam membahas 

kepemilikan harta wakaf menurut ulama Hanafiyah dengan Syafi’iyah, 

penulis menemukan beberapa referensi di antaranya dalam kitab 

Tahrir Alfazh al-Tanbih imam Nawawi yang bermazhab Syafi’i 

mendefenisikan wakaf  sebagai penahanan harta yang bisa 

dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas 

dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk 

kebaikan semata-mata untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada 

Allah  Subhanahu Wata’ala. Defenisi ini mempertegas terlepasnya 

harta dari kepemilikan wakif (Qahaf,2007:47). 

Selanjutnya, menurut Muhammad Khatib Syarbaini dari 

kalangan Syafi’iyah wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan 
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untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta 

memutus pengelolaan dari wakif. 

 حبس المال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف من الواقف 

Menurut imam Syafi’i wakaf itu berupa penahanan harta dari 

bertasharruf dan mensedekahkan hasilnya serta berpindahnya 

kepemilikan dari orang yang berwakaf kepada orang menerima wakaf 

dan tidak boleh bertindak sekehendak  hati mauquf alaih. Terhadap 

rumusan wakaf ini menurut imam syafi’i sebagaimana dinukilkan 

Nazaruddin Rahmat, wakaf ialah suatu ibadah yang disyari’atkan, 

wakaf  itu sah  bila orang  yang berwakaf itu (waqif) telah menyatakan 

lafaz saya wakafkan ini (waqaftu haza) sekalipun tanpa diputuskan 

hakim. Bila harta itu telah dijadikan harta  wakaf maka orang yang 

berwakaf tidak berhak lagi atas benda itu walaupun harta itu tetap 

berada di tangannya. (Tiswarni,2011:2-3) 

Jika dilihat dari kedua pendapat ulama di atas, jelas mereka 

berbeda dalam memberikan penjelasan tentang kepemilikan harta 

wakaf. Menurut ulama Hanafiyah harta yang telah diwakafkan masih 

mutlak milik wakif dan wakif boleh untuk menarik kembali harta wakaf 

tersebut,yang diberikan dari harta wakaf tersebut hanyalah manfaatnya 

saja. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah harta yang telah diwakafkan 

tidak dapat diambil alih oleh wakif karena status kepemilikannya sudah 

menjadi milik Allah. Khilafiyah di antara dua kubu ulama ini telah 

menimbulkan polemik di tengah masyarakat seperti yang terjadi di 

Medan Sumatera Utara sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. 

Beranjak dari kedua pendapat ulama Hanafiyah dan ulama 

Syafi’iyah di atas; maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut 

mengenai perbedaan pendapat kedua ulama ini tentang kepemilikan 

harta wakaf. Untuk itu penulis ingin meneliti dan merangkumnya 
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dalam bentuk skripsi dengan judul “Kepemilikan Harta Wakaf 

Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah" 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari paparan di atas perlu ditegaskan bahwa isu penelitian ini 

adalah penyebab perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan 

Syafi’iyah tentang kepemilikan harta wakaf. Dengan demikian 

rumusan masalah penelitian ini adalah “Mengapa ulama Hanafiyah 

dan Syafi’iyah berbeda pendapat dalam hal kepemilikan harta 

wakaf?” 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

1.3.1. Apa dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyah 

tentang kepemilikan harta wakaf? 

1.3.2. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara ulama 

Hanafiyah dan Syafi’iyah tentang kepemilikan harta wakaf? 

1.3.3. Mana pendapat terkuat di antara kedua perbedaan tersebut? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok masalah yang dikemukakan di atas, 

tujuan kajian ini adalah: 

1.4.1. Untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah dan 

ulama Syafi’iyah mengenai kepemilikan harta wakaf. 

1.4.2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara 

ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah mengenai kepemilikan harta wakaf. 

1.4.3. Untuk mengetahui pendapat terkuat di antara ulama Hanafiyah dan 

ulama Syafi’iyah. 
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1.5. Signifikansi Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.5.1. Teoritis 

Penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan teori yang telah 

ada. Agar bisa dirajihkan pendapat yang lebih kuat antara pendapat 

ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah. 

1.5.2. Praktis 

Penelitian ini berguna untuk menjadi rujukan bagi masyarakat 

tentang kepemilikan harta wakaf. 

1.5.3. Akademis 

Secara akademis manfaat penelitian ini adalah untuk memenuhi 

persyaratan terakhir guna meraih gelar sarjana strata 1 (S1) pada 

prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol 

Padang, dan juga sebagai bahan rujukan kepustakaan dalam bidang 

perbandingan mazhab. 

1.6. Studi Literatur 

Penelitian tentang wakaf dalam berbagai bentuknya telah 

banyak  diteliti di Fakultas Syari’ah untuk kepentingan penelitian 

akhir (Skripsi). Adapun pembahasan tentang wakaf tersebut adalah: 

“Penggantian harta wakaf dalam hukum Islam (studi komparatif 

pendapat Abu Ishaq al-Syirazy dalam kitab al-Muhazzab Fi Fiqh al-

Imam al-Syafi’i dan pendapat Ibn Abidin dalam kitab Radd al-Mukhtar  

Hasyiyah Ibn Abidin) yang ditulis oleh Elva Mahmudi BP.  310K016 

Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, dalam penelitian ini 

memaparkan pendapat Abu Ishaq al-Syirazy dan Ibn Abidin tentang 

pengantian harta wakaf. Pendapat Abu Ishaq al-Syirazymelarang 

untuk menjual harta wakaf sedangkan di antara cara melakukan 
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penggantian terhadap  harta wakaf adalah dengan menjualnya 

terlebih dahulu, karena al-syirazy lebih mengutamakan hadis Nabi 

SAW. Sedangkan pendpat Ibn Abidin membolehkan penggantian 

terhadap harta wakaf  dengan beberapa ketentuan,  karena nilai 

mashlahahnya lebih dipentingkan agar harta wakaf tidak terbuang 

dengan sia-sia. 

Dari pembahasan tersebut tidak satupun yang menyangkut 

tentang pembahasan yang akan penulis teliti. Adapun penelitian yang  

akan penulis teliti berkaitan dengan kepemilikan harta wakaf yang 

bertujuan untuk mencari kebenaran tentang siapa sebenarnya pemilik 

harta yang telah diwakafkan. 

1.7. Landasan Teori 

1.7.1. Pengertian Kepemilikan 

Kepemilikan adalah Proses, perbuatan, cara memiliki. (Prima 

Pena tt,) Kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang 

kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif (khusus) dan 

menggunakannya untuk tujuan pribadi. 

1.7.2. Pengertian harta 

Harta adalah Sesuatu yang dianggap sebagai kekayaan/ 

barang-barang yang dimiliki (Prima Pena, tt) 

1.7.3. Pengertian wakaf 

Wakaf adalah Pemberian yang ikhlas dari seseorang berupa 

benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan umum. 

Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan 

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 
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untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna 

keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai syari’ah. 

1.8. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini dilakukan dengan Library Research 

(penelitian pustaka) yang sumber datanya digali dari bahan-bahan 

tertulis berupa kitab-kitab fiqh, al-Qur’an, kitab-kitab Hadis, dan 

sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pokok-pokok 

masalah. 

1.8.1. Sumber Data 

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka jenis 

datanya adalah data sekunder, terdiri dari bahan primer, sekunder 

dan tersier. 

a. Bahan Primer 

Bahan primer dalam penelitian ini kitab-kitab fiqh yang 

dipandang standar dalam mazhab Hanafiyah di antaranya kitab 

al-Mabsuthkarangan imam Syamsuddin as-Sarakhsy, dan kitab-

kitab yang dipandang standar dalam mazhab Syafi’iyah di 

antaranya kitab al-Umm karangan imam as-Syafi’i. 

b. Bahan Sekunder 

Bahan sekunder dalam penelitian ini  kitab al-Fiqh al-

Islamy wa al-Adillatuhu karangan Wahbah az-Zuhaily serta juga di 

dukung oleh buku-buku lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam skripsi ini. 

c. Bahan tersier 

Bahan tersier dalam penelitian ini adalah segala kitab/ 

buku yang bisa dijadikan rujukan dalam skpripsi ini, di antaranya 

adalah kamus-kamus serta ensiklopedi yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 
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1.8.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data 

untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang 

amat penting dalam metode ilmiah (Muhajir, 2000:63). Penelitian ini 

diawali dengan mengumpulkan sejumlah teks tertulis yang berisi 

tentang buku-buku yang berkaitan dengan wakaf. 

1.8.3. Analisis Data 

Dalam menganalisa data dan pengolahan data, penulis 

menggunakan metode komparatif, yaitu menganalisa masalah dengan 

cara menelaah dua pandangan atau pendapat untuk selanjutnya 

diambil suatu kesimpulan atau dalil yang lebih argumentatif.  

 


